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Abstrac
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berperan dalam
implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu pada Kantor Badan Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Di Kabupaten Merauke. Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti
mewawancarai 7 orang informan sebagai sampel. Data analisis menggunakan metode deskriptif,
sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis
menggunakan tiga tahap : Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil
penelitian ini penulis menemukan bahwa implementasikebijakan  pelayanan terpadu satu pintu
berjalan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan, serta ditemukan faktor-faktor lain yang
mendukung keberhasilan implementasi yaitu komitmen kepala daerah, pelimpahan kewenangan,
koordinasi, perangkat atau dalam hal ini adalah sarana komputerisasi dan perangkat online,
sertasumberdaya, dan standart operasional prosedur. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan
bahwa faktor Sumberdaya, Komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi
kebijakan pelayanan terpadu satu pintu pada kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Merauke yang dilihat dari beberapa indikator tersebut, sudah
berjalan dengan baik, namun pada prosesnya masih ada beberapa kekurangan, seperti masih
kurangnya pegawai dan juga masalah jaringan yang terkadang mengalami gangguan ketika banyak
data yang harus di input ke system. Hal ini terkadang menyebabkan terhambatnya proses pelayanan
perizinan seperti penerbitan dokumen dan lain-lain, tetapi permasalahan tersebut bisa diminimalisir
untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan.
Kata kunci: Kinerja; Pelayanan terpadu satu pintu
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PENDAHULUAN
Pelayanan publik diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat, di daerah, dan di lingkungan
Badan Usaha Milik Negara atau daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik
dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (LAN, 1998). Pelayanan
publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang bersifat sederhana,
terbuka, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau (Sedarmayanti, 2004). Dalam
Keputusan Menpan No. 81 Tahun 1993 ditegaskan, bahwa penyelenggaraan
pelayanan publik harus mengandung unsur unsur hak dan kewajiban bagi pemberi
layanan maupun penerima layanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh
masing-masing, pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan
dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar,
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang
pada efisiensi dan efektivitas, mutu proses dan hasil pelayanan umum harus
diupayakan agar memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, apabila pelayanan umum yang
diselenggarakan oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi
pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat
untuk ikut menyelenggarakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani)
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah
dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan
kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi
untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap
anggota masyaraakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi
mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998). Karenanya birokrasi publik berkewajiban
dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik  dan profesional.
Pelaksanaan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal didasari
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 29 Tahun2004
tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal
Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Pelayanan Satu pintu (One
Stop Service), yang menyatakan bahwa pelayanan perizinan penanaman modal
dilakukan secara sentralistik di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ini
mengartikan bahwa pemerintah daerah tidak lagi punya kewenangan untuk
melakukan penerbitan Surat Persetujuan Penanaman Modal.
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Pelayanan satu pintu ini dilaksanakan oleh institusi penyelenggaraan
penanaman modal yang ada di Propinsi, Kabupaten atau Kota. Pelayanan Satu pintu
adalah seluruh instansi teknis yang saat itu telah mendelegasikan kewenangannya
kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal ditindak lanjuti dengan menempatkan
staf pelayanan perizinannya berada di gedung Badan Koordinasi Penanaman
Modal, sehingga pelaksanaan pelayananan perizinan cukup dilakukan di Kantor
Badan Koordinasi Penanaman Modal saja,sedangkan bila dirasa perlu untuk
berkonsultansi secara teknis, maka para staf dari instansi teknis terkait tersebut yang
akan melakukan konsultasi secara langsungpada instansi induknya. Hal ini
dilakukan untuk memberikan kecepatan dan efisiensi proses pelayanan perizinan
yang ada.
Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan tersebut maka, Badan Koordinasi
Penanaman Modal telah melakukan pembenahan baik secara internal maupun untuk
kepentingan pelaksanaan pelayanan perizinan di daerah antara lain dengan
melakukan perubahan pedoman tata cara permohonan penanaman modal,
pengendalian pelaksanaan penanaman modal, mengatur kembali standar prosedur
perizinan penanaman modal, membangun Sistem Pelayanan Informasi dan
Perizinan Investasi Secara Elektronik. Salah satu unit kerja yang melakukan
pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Merauke adalah Unit Pelayanan
Terpadu Satu pintu. Unit ini melakukan fungsi pelayanan untuk berbagai perijinan
yang diperlukan masyarakat secara terpadu dengan menggunakan sistem satu pintu
(one stop service).
Unit Pelayanan ini dibentuk dalam rangka memperbaiki kinerja layanan
pemerintah kepada masyarakat dengan menyederhanakan berbagai bentuk
pelayanan publik.Dalam pelayanan satu pintu ini, masyarakat cukup mendatangi
satu kantor untuk mengurus berbagai perijinan dengan mendapatkan pelayanan
yang mudah, murah cepat dan transparan. Pelayanan yang cepat karena masyarakat
tidak perlu keberbagai tempat pelayanan karena sudah ada di satu tempat sehingga
waktu lebih efisien pula. Transparan karena tarif, prosedur dan persyaratan yang
ditetapkan sudah jelas. Transparansi, dimana suatu proses keterbukaan dari para
penelolah manajemen, utamanya manajemen publik, untuk membangun akses
dalam proses pengelolaannya sehingga arus informasi keluar dan masuk secara
berimbang. Jadi, dalam proses transparansi informasi tidak hanya diberikan oleh
pengelolah manajemen publik tetapi masyarakat memiliki hak untuk memperoleh
informasi yang menyangkut kepentingan publik.
Namun hingga saat ini pelayanan publik yang ada di Indonesia penuh
dengan ketidakpastian waktu, biaya, dan prosedur pelayanannya (Dwiyanto 2008).
Pelayanan publik yang merupakan salah satu kebutuhan dalam rangka pemenuhan
pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan sepertinya masih menjadi impian,
dan jauh dari harapan. Rendahnya tingkat produktivitas aparatur Negara dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta munculnya praktek KKN dalam
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penyelenggaraan pelayanan publik yang mampu memunculkan pelayanan yang
bersifat diskriminatif. Transparansi juga dapat dikatakan sebagai suatu komitmen
untuk mengungkapkan secara jujur, terbuka dan komprehensif tentang informasi
yang dibutuhkan oleh publik Transparansi Pemerintahan adalah terjaminnya akses
masyarakat dalam berpartisipasi, utamanya dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu ini diharapkan dapat
meningkatkan transparansi, dengan adanya Online System dalam pengerjaannya,
diharapakan dapat meminimalisir segala bentuk kecurangan, hal ini dikarenakan
terbatasnya intensitas tatap muka antara penerima layanan pelayanan terpadu satu
pintu dan pemberi layanan. Proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
pun dilakukan secara terbuka dan mudah untuk diketahui oleh para pengguna
maupun stakeholder yang membutuhkan. Salah satu sebab daripada terjadinya
tindakan KKN antara lain adalah kurangnya transparansi dari tiap kegiatan yang
dilakukan baik oleh individu maupun organisasi di dalam pemerintahan.
METODE
Dalam jurnal ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tipe
penelitian pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah
jenis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif data yang
telah terkumpul.
PEMBAHASAN
Dalam pandangan luas implementasi diartikan sebagai pengadministrasian
undang-undang kedalam beberapa faktor, organisasi, dan tekhnik yang bekerja
sama untuk mencapai tujuan yang diupayakan oleh  kebijakan tersebut
(Stewart:2000). Sebuah kebijakan dapat terasa manfaatnya jika kebijakan tersebut
dilaksanakan secara terorganisir dan terlaksana dengan baik. Kebijakan merupakan
bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan lembaga
pemerintah yang menangani tentang pelayanan perizinan. Salah satu tugas Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yaitu memberikan pelayanan
terpadu satu pintu, artinya semua pelayanan perizinan dilakukan pada kantor Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, sejauh ini penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu berjalan dengan
baik meskipun baru dilaksanakan pada tahun 2016, sebenarnya pelayanan perizinan
sudah direncanakan sejak tahun 2010 dan baru berjalan selama satu tahun tetapi
belum melakukan pelayanan seperti sekarang pada saat itu baru dipersiapkan
sumber dayanya, lalu pada masa kepemimpinan baru kepala negara yaitu periode
2009 sampai dengan 2014 ternyata semua kabupaten kota harus membentuk PTSP
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(Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dalam rangka melaksanakan pelayanan prima
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mulai dari Usaha Masyarakat Kecil
Menengah (UMKM) sampai dengan usaha besar.
Permasalahan yang peneliti temukan dilapangan adalah tersendatnya
pelayanan perizinan dikarenakan kekurangan pegawai pada kantor Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sedangkan izin yang harus
diterbitkan banyak, kemudian perangkat pendukung pun masih terbatas kemudian
sistimnya masih dalam penyesuaian karena dilakukan secara online serta persiapan
dalam beberapa tahun terakhir ini dijalankan dengan dana yang minim.
Dan baru pada tahun 2014 mulai dilakukan pembentukan struktur PTSP
(Pelayanan Terpadu Satu Pintu) namun belum bisa dijalankan karena baru dibentuk
setelah menetapkan anggaran, jadi ketika terbentuk sempat vacuum selama enam
bulan tanpa kegiatan karena belum ada anggaran, dan barulah pada tahun 2014 pula
mengajukan kegiatan persiapan pelaksanaan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
tetapi dimasukkan dalam Anggaran Belanja Tambahan pada tahun 2014, yang bisa
diajukan pada saat itu hanyalah studi banding, koordinasi ke pusat dan provinsi
untuk mencari informasi dan mendapatkan rekomendasi, kemudian mendapatkan
rekomendasi  untuk studi banding di Kabupaten Sragen Jawa Tengah sebagai
Kabupaten rujukan untuk melaksanakan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
Setelah melakukan studi banding di Kabupaten Sragen kemudian melakukan
perjanjian pada bulan Maret 2015 untuk membantu dalam proses pelaksanaan PTSP
(Pelayanan Terpadu Satu Pintu) ini dan juga melakukan kerjasama dengan PT.
Telkom untuk jaringan karena diharuskan online.
Sejauh ini pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu telah berjalan dengan
baik. Pelayanan terpadu satu pintu ini adalah bentuk dari kebijakan pemerintah guna
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan secara terintegrasi
dalam suatu proses yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan
dikeluarkannya sebuah dokumen perizinan yang pelayanannya melalui satu pintu.
Keberhasilan pelayanan terpadu satu pintu ini juga tidak terlepas dari
dukungan berbagai pihak, di antaranya adalah unit pelayanan terpadu Kabupaten
Sragen sebagai kabupaten rujukan yang selama dijalankannya PTSP di Kabupaten
Merauke selalu memberikan bantuan dibidang teknis. Pelayanan satu pintu yang
bertujuan untuk memberikan pelayanan satu pintu dengan prinsip keterpaduan,
ekonomis, koordinasi, pendelegasian, akuntabilitas, dan aksesbilitas sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014.
Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Merauke merupakan sebuah badan yang diberikan pelimpahan
wewenang dalam hal tugas dan pembantuan dalam bidang penanaman modal dan
penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu yang meliputi bidang promosi,
bidang investasi dan bidang pelayanan perizinan terpadu.
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Dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu oleh provinsi,
gubernur memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan yang
meliputi urusan pemerintah. Menurut masyarakat, sejauh ini pelaksanaan pelayanan
terpadu satu pintu di Badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu
telah berjalan dengan baik namun perlu ada  pembenahan dalam pelaksanaannya.
Dan pada dasarnya tidak terlepas dari transparasi dalam pelaksanaan pada setiap
kegiatan. Menurut Dwiyanto, konsep transparansi pada pelayanan publik menunjuk
pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan
bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah diketahui oleh para pengguna
dan stakeholder yang membutuhkan (Dwiyanto 2008). Menurut Mahsun,
transparansi berarti bahwa individu, kelompok, atau organisasi dalam hubungan
akuntabilitas diarahkan tanpa adanya kebohongan atau motivasi tersembunyi, dan
bahwa seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan menghilangkan
data yang berhubungan dengan masalah tertentu (Mahsun 2009).
Dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa faktor lain yang menunjang
keberhasilan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diantaranya adalah
Komitmen kepala daerah dalam pelayanan terpadu satu pintu ini merupakan hal
terpenting, karena dalam pelayanan terpadu bukan hanya sekedar menjadi di satu
tempat tetapi juga harus ada pendelegasian atau pelimpahan kewenangan. Jika tidak
ada komitmen dari kepala daerah akibatnya, kewenangan penandatanganan izin dan
non-izin masih berada pada kepala daerah atau kepala perangkat daerah, jika tidak
ada komitmen dari kepala daerah maka ptsp tidak akan sesuai dengan tujuannya
yaitu memangkas birokasi dalam pelayanan (memperpendek proses pelayanan
kepada masyarakat).
Pelimpahan kewenangan dalam pelayanan terpadu satu pintu adalah
pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dari lembaga atau instansi yang
memiliki kewenangan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap
permohonan sampai dengan penerbitan dokumen dilakukan pada satu tempat.
Koordinasi atau kerja sama, koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan
terpadu satu pintu ptsp ini perlu dilaksanakan dan harus terjalin dengan baik antara
lembaga atau instasi yang memberikan kewenangan dengan lembaga yang
diberikan kewenangan agar pelayanan terpadu satu pintu ini dapat berjalan
sebagaimana yang diharapkan. Untuk saat ini BPMPPT telah diberikan
kewenangan mulai dari tahap permohonan sampai dengan penerbitan izin oleh
SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Merauke.
Perangkat yang diperlukan dalam menunjang proses pelayanan perizinan
terpadu ini adalah komputer dan jaringan internet, karena ptsp ini dilakukan secara
online maka petugas tidak perlu lagi membawa berkas dari satu ruangan keruangan
lain. Untuk jaringan internet pihaknya BPMPPT bekerjasama dengan PT.Telkom.
Sumberdaya yang ada dikantor BPMPPT sementara ini dirasa masih minim,
ini terlihat dari misalnya sumberdaya yang ada di kantor BPMPPT yang hanya
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memiliki 21 pegawai, dengan jumlah ini sangat kurang jika dibandingkan dengan
banyaknya dokumen yang harus diterbitkan oleh pihak BPMPPT Merauke.
Standar Operasional Prosedur yang di dalamnya memuat persyaratan, biaya,
alur, dan waktu lamanya proses perizinan. Untuk saat ini BPMPPT Merauke masih
menyusun SOP dan sementara masih menyesuaikan dengan yang dulu. Alur
penerbitan sudah terlebih dahulu dibuat dan diterapkan.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Sumberdaya, Komunikasi,
disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pelayanan terpadu
satu pintu pada kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di Kabupaten Merauke yang dilihat dari indikator di atas, sudah berjalan dengan
baik, namun pada prosesnya masih ada beberapa kekurangan, seperti masih
kurangnya pegawai dan juga masalah jaringan yang terkadang mengalami
gangguan ketika banyak data yang harus di input ke system.
Hal ini menyebabkan terhambatnya proses pelayanan perizinan seperti
penerbitan dokumen dan lain-lain, dan ditemukan juga faktor lain yang mendukung
keberhasilan implementasi pelayanan terpadu satu pintu yaitu, komitmen kepala
daerah, pelimpahan kewenangan, koordinasi, perangkat atau dalam hal ini adalah
sarana komputerisasi dan perangkat online karena pelayanan terpadu satu pintu ini
dilakukan secara online, sertasumberdaya, dan standart operasional prosedur serta
transparansi dalam seluruh proses pelaksanaan Implementasi pelayanan terpadu
satu pintu ini agar mudah diketahui oleh semua pihak. Informasi adalah suatu
kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah.
Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan
informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada
masyarakat.
Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak
untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen pendukung adalah fasilitas
database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebarluasan
produk-produk dan informasi yang ada dipenyelenggara pemerintah, maupun
prosedur pengaduan. Untuk itu adanya Perda Transparansi adalah sebagai produk
hukum yang memberikan jaminan untuk mengatur tentang hak memperoleh akses
dan penyebarluasan informasi kepada publik. Apalagi transparansi memang telah
menjadi semacam suatu etika pergaulan internasional yang mesti ada untuk
menjamin integritas dan keberlangsungan demokratisasi.
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